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GUBERNUR RIAU AJAK MASYARAKAT TERTIB BAYAR PAJAK  

 

 

Sumber gambar:  
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Gubernur Riau Abdul Wahid mengajak masyarakat untuk tertib membayar pajak 

sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini 

disampaikan Wahid saat menghadiri peresmian Jembatan Duplikat Sei Masjid Kota Dumai, 

dilaksanakan pada Jalan Cut Nyak Dien, Purnama di Kota Dumai, Senin (21/4/2025). 

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 1,5 juta kendaraan 

bermotor di Riau yang belum melunasi kewajiban pajaknya. 

Menurutnya, kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk memperkuat kapasitas 

fiskal daerah, terutama di tengah tekanan keuangan yang sedang dihadapi Pemprov Riau. 

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan dan perhatian 

dalam hal tertib membayar pajak. Saat ini masih ada sekitar 1,5 juta kendaraan yang belum 

membayar pajak. Ini penting karena pajak itu kembali untuk pembangunan," ujar Wahid. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membeberkan bahwa Pemerintah Provinsi 

Riau saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran. "Tapi saya 

tetap berkomitmen agar pembangunan infrastruktur tidak menjumpai hambatan, meskipun 

kita sedang melakukan efisiensi di berbagai sektor," tegasnya. 

Wahid menyatakan, meskipun ruang fiskal terbatas, Pemprov Riau akan tetap 

memprioritaskan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 
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"Biarlah kita kencangkan ikat pinggang demi masyarakat. Prinsipnya, jangan sampai 

pembangunan yang manfaatnya besar justru terhambat karena keterbatasan anggaran," kata 

dia. 

Ia berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dapat meningkat 

sebagai salah satu solusi memperkuat keuangan daerah dan mempercepat pembangunan, 

termasuk proyek-proyek infrastruktur di daerah strategis seperti Kota Dumai.  

 

Sumber berita: 

1. https://mediacenter.riau.go.id/read/90912/gubernur-riau-ajak-masyarakat-tertib-bayar-

pa.html, “Gubernur Riau ajak Masyarakat Tertib Bayar Pajak”, 21 April 2025; dan 

2. https://www.riau1.com/berita/riau/gubri-sebut-masih-ada-15-juta-kendaraan-di-riau-

belum-bayar-pajak, “Gubri Sebut Masih Ada 1,5 Juta Kendaraan di Riau Belum Bayar 

Pajak”, 22 April 2025. 

 

Catatan: 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Pasal 4 diinformasikan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri 

atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat 

Berat (PBBKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), 

Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(MBLB). Sedangkan 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Paak Air Tanah (PAT), 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak yang disebutkan 

pada Pasal 4 UU No 1 Tahun 2022. 

https://mediacenter.riau.go.id/read/90912/gubernur-riau-ajak-masyarakat-tertib-bayar-pa.html
https://mediacenter.riau.go.id/read/90912/gubernur-riau-ajak-masyarakat-tertib-bayar-pa.html
https://www.riau1.com/berita/riau/gubri-sebut-masih-ada-15-juta-kendaraan-di-riau-belum-bayar-pajak
https://www.riau1.com/berita/riau/gubri-sebut-masih-ada-15-juta-kendaraan-di-riau-belum-bayar-pajak


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/YS                                                           3 

 
 

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan 

kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang 

berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, 

Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian 

terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan 

fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi berupa: 

a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif 

Retribusi yang berlaku secara nasional; dan 

b. pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang 

menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. 

Insentif fiskal diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau 

diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; 

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, 

dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari 

pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas 

Daerah; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. 

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit 

kebijakan makroekonomi Daerah dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan 

makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi 

Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, 

tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan 

makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan 

makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN. 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau 

 


